BAB III
MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAHDI PT. BPRS BHAKTI
SUMEKAR KANTOR PUSAT SUMENEP
A. Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar
1. Sejarah Perusahaan

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka
kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan
tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai
lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi
daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga
keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada
gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan
masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah
Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal
ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah

Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang
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berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian
direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi,
Pemkab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan
Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkriditan Rakyat Syari’ah
(BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-
1011/BMI/PKS/X11/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan
PT. Bank Syari’ah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember
2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksanan
dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap
pemberian konsultasi untuk perijinan, rekuitmen, pelatihan dan
pembinaan.’

2. Status Hukum dan Riwayat Bank

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris
Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-
392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di
kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6
Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah
memperoleh rekomendasai dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan

" Dokumen Company Profile PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
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nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia
pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor
4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya, PT. BPR Dana Merapi telah mengalami
perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor
24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH
notaris di  Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia
n0.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat
pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351
NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti
Sumekar Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan
dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal
31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah
Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syari’ah dan
perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti
Sumekar dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1
Nopember 2003 telah mendapat pengesahan Departeman Kehakiman RI
dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan

persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21
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Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang  Surabaya No.
6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Dan Ijin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubenur Bank
Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan
beropreasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004.

3. Visi, Misi dan Motto
a. Visi
Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar:
“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi
nilai-nilai agama dan budaya”
b. Misi
Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar:
1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang
kurang dalam permodalan berdasarkan syari’ah.
2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil
dan menengah.
3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
¢. Motto
Motto PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep: “Mitra dalam

Bermuamalah”

* Status Hukum dan Riwayat PT BPRS Bhakti Sumekar, dalam https://bhaktisumekar.co.id/2015-
05-07-19-03-11/status-hukum-dan-riwayat (02 Juni 2016).
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4. Nilai Utama Perusahaan “BHAKTI”

a. Berkembang: Dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif
yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang,
mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang
melakukan inovasi-inovasi.

b. Harmonis: Rasa persaudaraan, Rasa kebersamaan menjadi pedoman
hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.

c. Amanah: Konsisten dan bertindak adil, bersikap tega sdengan rasa
tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.

d. Kepuasaan Nasabah: Memenuhi kebutuhan nasabah dengan
memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan
kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil,
ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

e. Transparan: Saling Terbuka demi membangun kepercayaan dan
keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik
sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.

f. Integritas: Bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mejaga nama baik,
serta taat pada Peraturan yang berlaku.’

5. Permodalan
Berdasarkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana
Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, SH yang

telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13

’ Dokumen Company Profile PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep.
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Agustus 1999 dari notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, SH., modal dasar Bank
terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar
saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 250.000.000,-
dengan komposisi kepemilikan saham (sebelum Akuisisi) adalah sebagai
berikut:
a. Poeji Harixon 450 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp. 225.000.000.-
b. Poeji Hartono 50 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000.-

Dengan disetujuinya akuisisi PT Bank Perkriditan Rakyat Dana
Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27
Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Sumenep, 490 lembar saham Rp. 500.000,- =
Rp. 245.000.000,-

b. Drs. HM. Toha Msi, 10 lembar saham Rp. 500.000,- = Rp.
5.000.000,-

Selanjutnya Penambahan Modal disetor dilakukan dari Rp.
250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia dengan NO0.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb
tanggal 27-05-2002.

Peningkatan Modal serta  Perubahan Nilai Nominal Saham
tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny.
Sukarini, SH, notaris di sidoarjo dengan perubahan sebagai berikut:

Modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- ( enam puluh milyar

rupiah ) dan modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000,- ( lima belas milyar
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rupiah ) serta perubahan nominal saham menjadi Rp. 5.000.000,- perlembar,
dan mendapat pengesahan Mentri Kehakiman RI dan HAM RI No. C-
01.389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19-01-2004 tentang Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para
Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo
Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan
dengan modal dasar menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam
puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar
saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per
lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-
masing Persero sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Sumenep, 12,000 lembar saham= Rp.
60.000.000.000,- (99,99 %)
b. Drs. H.M. Toha Msi, 1 lembar saham= Rp. 5.000.000,- (0,01 %) 4

6. Struktur Organisasi

* Permodalan PT BPRS Bhakti Sumekar, dalam https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-
11/permodalan (02 Juni 2016).
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7. Produk dan Layanan
Produk dan Jasa BPRS Bhakti Sumekar dapat dikategorikan
menjadi 3 (tiga) produk dan jasa, antara lain: Produk Pendanaan, Produk
Pembiayaan, Produk Layanan.’
a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Barokah
Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan
masa depan dengan prinsip wadi'ah (titipan).

2) Tabungan Siswa Barokah
Layanan simpanan khusus bagi pelajar menggunakan akad
wadi’ah.

3) Tabungan Qurban
Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan
dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip
Mudharabah (bagi hasil).

4) Tabungan Haji
Layanan Tabungan untuk membantu masyarakat dalam
merencanakan ibadah haji

5) Tabungan Umroh
Layanan Tabungan untuk membantu masyarakat dalam
merencanakan ibadah umroh

6) Deposito Mudarabah

> Laporan Tahunan PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep 2015.
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Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyrakat
umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan
masa depan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil).
b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Serba Guna
Layanan pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang
berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah
(jual beli) untuk pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

2) Pembiayaan Kendaraan
Layanan Pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta, atau
Institusi yang sepakat mengadakan Perjanjian kerja sama untuk
pembelian kendaraan roda dua atau Sepeda angin.

3) Pembiayaan Talangan Haji
Layanan Pembiayaan Talangan untuk Pendaftaran Haji
membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih
mudah.

4) Pembiayaan Talangan Umrah
Layanan Pembiayaan Talangan Umroh akan membantu Anda
mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.

5) Pembiayaan Modal Kerja UMKM
Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk
perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad

Murabahah (jual beli) atau mudharabah (bagi hasil).
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6) Pembiayaan Qord (Rahn-Emas)
Layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan
dengan menggunakan prinsip syariah (Ar Rahn) yang
berdasarkan perhitungan jasa penyimpanan dan pemeliharaan
harian atas jaminan.

7) Pembiayaan A/ Qordul Hasan
Layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa
menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

8) Pembiayaan Elektronik
Layanan Pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta, atau
Institusi yang sepakat mengadakan Perjanjian kerja sama untuk
pembelian Barang—barang elektronik.

9) Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)
Layanan pembiayaan untuk PNS /Karyawan Swasta yang
berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah
(jual beli) untuk kepemilikan rumah.

10) Pembiayaan Pusyar IB
Layanan Pembiayaan modal kerja Tanpa pengenaan margin
yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha
berskala kecil/MIKRO dan atau kepada masyarakat yang akan
memulai usaha baru dengan pola kemitraan antara PT. BPRS
BHAKTI SUMEKAR, Badan Amil Zakat, DIPERINDAG dan

Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep.
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c. Produk Layanan
1) Jasa Kiriman Uang
Layanan jasa transfer uang valuta Rupiah antar Bank baik
dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda.
2) Pembayaran Gaji/Insentif
PNS/Karyawan Swasta/Guru Sertifikasi Layanan untuk
pembayaran  gaji karyawan  yang  bekerja  pada

institusi/perusahaan nasabah.

B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor
Pusat Sumenep
1. Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat
Sumenep
Menurut Bapak Ahmad Halim Shidiq selaku Kabag. UMKM dan
Remidial, secara garis besar, produk pembiayaan Murabahah di PT BPRS
Bhakti Sumekar diklasifikasikan menjadi dua bagian, pembiayaan
Murabahah modal kerja/investasi (UMKM) dan pembiayaan Murabahah
Konsumtif.® Pembiayaan UMKM adalah salah satu fasilitas pembiayaan
untuk modal kerja atau investasi bagi perorangan yang memiliki usaha
kecil menengah yang salah satu akadnya menggunaka Murabahah.
Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah fasilitas pembiayaan untuk
memiliki suatu barang berbagai keperluan yang sifatnya konsumtif. Seperti

kendaraan bermotor, barang elektronik, KPR (kepemilikan rumah),

® Ahmad Halim Shidiq, Wawancara, Sumenep, 6 Juni 2016.
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renovasi rumah dll. Pembiayaan konsumtif selama ini masih didominasi
oleh pembiayaan renovasi rumah.
Dari aspek objeknya, pembiayaan konsumtif yang daplikasikan di
PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep diklasifikasikan menjadi
2, pembiayaan konsumtif bagi perorangan (sipil) dan pembiayaan
konsumtif bagi PNS/Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap, yang
mana masing-masing memiliki persyaratan, ketentuan dan prosedur
tersendiri.’
2. Syarat Penyaluran Dana
Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
Murabahah di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berlaku pesyaratan
sebagaimana berikut:
a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli
barang;
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank
ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah,;
c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya;
d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk
membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah

barang secara prinsip menjadi milik bank;

7 Saptari Winedar, Wawancara, Sumenep, 13 Juni 2016.
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e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh
nasababh;

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai bank;

g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan
tidak berubah selama periode akad;

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara
proporsional.

3. Prosedur Pembiayaan Murabahah
Sebagai lembaga keuangan formal, BPRS Bhakti Sumekar Kantor
Pusat Sumenep memiliki alur atau tahapan-yang harus ditempuh oleh calon
debitur/penerima fasilitas pembiayaan Murabahah. Secara garis besar

proses pemberian pembiayaan Murabahah bisa dijelaskan dalam skema di

bawah ini:®
Calon Debitur Realisasi/Penolakan
A
A
Cglllect.dan Pengajuan ke komite
verifikasi data -

!

Pengajuan ke Surve dan Analisis
Core Banking Cek SID ke BI Pembiayaan

A 4

\ 4

Gambar 3.2: Alur Pengajuan Pembiayaan

¥ Noviana Megasari, Wawancara, Sumenep, 9 Juni 2016.
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Skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Calon Nasabah
Calon nasabah merupakan orang yang akan mengajukan
pembiayaan Murabahah di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat
Sumenep. Calon nasabah datang secara langsung ke bank dan
bertemu dengan pegawai layanan bank (customer servise).
b. Collect dan Verifikasi Data
Mengumpulkan data-data nasabah kemudian diverifikasi oleh
admin yang bertugas. Berdasarkan wawancara dengan Petugas
Account officer pembiayaan, secara umum data yang diperlukan
ialah sebagai berikut:
1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada petugas yang
mengurusi pembiayaan. Setelah dokumen diterima berikut data
pendukung, petugas pembiayaan wajib melakukan penelitian atas
kelengkapan dokumen yang diserahkan pemohon serta dokumen
lain yang diperlukan. Kelengkapan dokumen tersebut dituangkan
dalam formulir check /list dokumen.

2) FC KTP calon nasabah dan pasangan.

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta

alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat

penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian
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hari. Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda
tangan calon nasabah.

3) FC Kartu Keluarga (KK).

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah
tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan
verifikasi data alamat dengan melihat Kartu Tanda Penduduk
calon nasabah.

4) FC Kartu Susunan Keluarga (KSK)

5) FC Surat Nikah.

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran
tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai
terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa
pasangannya terlibat hutang dengan bank.

6) Slip Gaji Terakhir (bagi PNS/Karyawan Swasta)

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah
dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagai bukti yang akan
memperkuat hal tersebut, maka diperlukan surat dari perusahaan
dan atau SK pengangkatan terakhir.

7) Melampirkan legalitas usaha berupa akta pendirian, surat
keterangan domisili usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Undang-Undang
Gangguan (SIUUG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda

Daftar Rekanan, surat ijin usaha jasa kontruksi (khusus
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kontraktor) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seluruh
persyaratan tersebut diperlukan untuk mengetahui pengakuan
pemerintah atas usaha dimaksud. Selain itu, hal ini juga diperlukan
untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang
pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak
lingkungan dan lain-lain atau bisa diganti dengan Surat
Keterangan dari Kepada Desa.

8) Data obyek pembiayaan, rencana penggunaan pembiayaan dan
jaminan.

Data obyek pembiayaan diperlukan sebagai bagian
terpenting yang tidak terpisahkan dari pembiayaan. Obyek
tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus
betul-betul dapat meng-cover pembiayaan yang dimaksud. Data
ini juga meliputi rencana penggunaan pembiayaan dan barang
jaminan/agunan berupa BPKB atau sertifikat tanan/SK
PNS/karyawan swasta yang asli.

c. Pengajuan ke Core Banking (Fatonah)
Setelah data calon nasabah dikumpulkan dan diverifikasi, maka
admin mengajukan permohonan pembiayaan tersebut ke Petugas AO
core bangking (Fatonah).

d. Cek SID ke BI Cheking

Digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah

diterima oleh nasabah berserta status nasabah yang ditetapkan oleh
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BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional
(DHN) atau tidak. Selain itu pihak bank juga melakukan identifikasi
kepada calon debiturnya dengan metode 5C, antara lain: Capacity
(Kemampuan Membayar), Character (Karakter/watak Nasabah),
Collateral (Jaminan Pembiayaan), Capital (Modal Usaha Nasabah),
Condition (Kondisi Nasabah).
e. Surve dan Analisis Pembiayaan

Tugas surve ini ditangani oleh Account Officer (AO)
pembiayaan bersama-sama dengan pihak remedial. Hal ini dilakukan
untuk menganalisis prospek usaha calon nasabah yang mengajukan
fasilitas pembiayaan guna mengukur tingkat kemampuan
mengembalikan dana ke pihak bank. Dalam hal ini petugas AO akan
membuat analisis kelayakan pembiayaan calon debitur baik dari segi
kuantitatif maupun kualitatif.’ Analisis kuantitatif adalah analisis
yang berdasarkan nilai-nilai keuangan, seperti neraca. laporan laba-
rugi dan lain-lain. Sedangkan analisis kualitatif adalah analisis
berdasarkan mutu, seperti karakter nasabah, kebiasaan nasabah dan
lain-lain. Karakter nasabah, dilihat dari orang-orang sekitarnya,
apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak.

Agunan sendiri juga disurve keadaan dan nilainya. Bank
menjadikan agunan sebagai second way out guna menjamin

pelunasan pembiayaan nasabah apabila pembiayaannya tidak dapat

? Dewi Indriana Damayanti, Wawancara, Sumenep, 9 Juni 2016.
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dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati anatara bank dan
nasabah.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep
menggunanakan metode 5 C dalam melakukan analisis pembiayaan,
meliputi Character (Karakter), Capacity (Kemampuan), Capital
(Modal), Condition (Kondisi), dan Collateral (Agunan)

. Pengajuan Pembiayaan ke Komite

Setelah dilakukan surve dan analisis pembiayaan, permohonan
pembiayaan calon nasabah diajukan ke pihak Komite Pembiayaan,
untuk dianalisis lebih lanjut apakah permohonan pembiayaan calon
nasabah layak untuk diterima atau ditolak. Pengajuan pembiayaan ke
pihak komite di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep
ini bertingkat sesuai dengan nominal pembiayaan. Lebih jelasnya
lihat tabel:

Tabel 3.1: Tingkat Pengajuan Pembiayaan ke Komite

No Jumlah Nominal Pembiayaan Diajukan ke

1 ... s/d Rp. 150.000.000 Direktur Bisnis

2 | <Rp. 150.000.000 s/d Rp. 200.000.000 Direktur Utama

3 | <Rp. 200.000.000 s/d Rp. 250.000.000 Komisaris Angg.

4 < Rp. 200.000.000 Komisaris Utama
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g. Realisasi/Penolakan
Jika dinyatakan layak, maka pihak komite akan merekomendasi
realisasi/pencairan pembiayaan. Namun jika ditolak, maka akan
dibuatkan berita acara penolakan permohonan pembiayaan untuk
diberikan kepada calon nasabah.
4. Simulasi Pembiayaan Murabahah
Simulasi Pembiayaan:
Simulasi perhitungan angsuran (asumsi uang muka/urbun 10%)
Harga Sepeda Motor = Rp. 20.000.000
Uang Muka = Rp. 2.000.000
Maksimum pembiayaan (90%) = Rp. 18.000.000
Margin berlaku = asumsi 12% (pa. efektif)
Jangka waktu =2 Tahun (24 Bulan)
Pokok pembiayaan + margin = Rp. 18.000.000 + ( Rp. 18.000.000 x 12%
Pa x 2 Tahun)
= Rp. 18.000.000 + Rp. 4.320.000
= Rp. 22.320.000
Angsuran perbulan = Rp. 22.320.0000 / (12 bulan x 2 Tahun)

= Rp. 930.000/bulan.'

10 Saptari Winedar, Wawancara, Sumenep, 13 Juni 2016.



